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BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Daerah yang bersifat strategis dan kebutuhan yang mendesak, maka arah dan
kebijakan umum APBD serta strategis dan prioritas APBD perlu dilakukan
perubahan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3851);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3952);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI
Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4024);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4139);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan
Keuangan Daerah;

16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Rawas;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENMUSI RAWAS DAN BUPATI

MUSI RAWAS



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUNN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004 sebagai berikut :
1.Pendapatan
a.Semula Rp. 322.060.243.900,-
b.Bertambah Rp. 3.765.456.022,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 325.825.699.922,-
1.Belanja
a.Semula Rp. 368.172.597.206,-
b.Bertambah Rp. 21.630.207.030,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 389.802.804.235,-
Defisit setelah Perubahan

Rp. 63.977.104.314,-
2.Pembiayaan
a.Penerimaan
a.Semula Rp. 53.012.353.306,-
b.Bertambah Rp. 17.509.923.238,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 70.522.276.544,-

b.Pengeluaran
a.Semula Rp. 6.900.000.000.00
b.Bertambah Rp. 354.827.770,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 6.545.172.230,-
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 63.977.104.314,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiamana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang
terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi
Perangkat Daerah;



4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Eselon;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai Landasan Operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 18 September

2004

BUPATI MUSI RAWAS

dto

Drs. ISKANDAR
ZULKARNAIN

DIUNDANGKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 29 Mei 2004

AN. BUPATI MUSI RAWAS
SEKRETARIS DAERAH

dto

Drs. H.M. SYARIF HIDAYAT,-
Pembina Tk. I
NIP. 440015634

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS
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